
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR: Gj 90 jB.VjHKj2013 

TENTANG 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BE]~TUGAS 

MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG 
fv1ENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

NEGARA (APBN)jDEKONSENTRASI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI 
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Membaca	 Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nornor: 
930j039jIII.13jA.2j2013 tanggal 7 Januari 2013 perihal Daftar 
Usulan Nama Pejabat Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi 
Tahun Anggaran 2013; 

Mer.imbang a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)jDekonsentI'asi Tahun Anggaran 2013 pada Dirias 
Perkebunan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
(Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). 
Bendahara Perigeluaran, Anggaran Peridapatan dan Belanja 
Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari 
segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud 
sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
(RKA-KL) yang bersangkutan; 

b.	 bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ 
Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk 
ditunjukj diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat 
yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)j 
Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013; 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b 
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, 
dipandang perlu menunjukjmengangkat Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
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menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) /Dekorisentrasi pada Dinas Perkebunan Provinsi 
Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur 
Lampung:b' 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

')	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupatenj Kota; 

S.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 
72 Tahun 2004; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahuri 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi 
Lampung; 

Mernperhatikn:	 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen 
Keuangan Nornor: PER-66jPBj2005 tanggal 28 Desember 2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA 
PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN 
PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN 
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA (APBN) j DEKONSENTRASI PADA DINAS 
PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013. 

KESATU	 Menunjuk PejabatjPegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan 
pangkat sebagairnana tercantum dalam kolorn 6, kolom 7, kolom 
8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dengan nama 
programj kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 
Lampiran Keputusan ini. 
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KEDUA
 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan 
wewenang sebagai berikut: 

a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (RKA-KL) yang 
bersangkutan; 

b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada 
waktunya; 

c.	 menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk 
pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu; 

d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang 
lalu; 

e.	 menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f.	 mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang 
dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; 

g. wajib mengadakan pembukuanjpencatatan secara tertib dan 
teratur sehingga setiap saat dapat diketahui: 
1.	 bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas 

anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis 
pengeluaran; 

,..,	 jumlah uangj dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaanjperkembangan kegiatan ba.ik fisik ma'llpun 

keuangan;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan. 

h.	 bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrakj 
spesifikasi teknis; 

1.	 membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan 
dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 
1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan 

J.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan 
aset Pemerintah Daerah. 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan 
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat 
Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan 
Pernbayaran (SPP). 

Pejabat yang berwenang menguji dan meriandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan 
kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan 
bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan 
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, 
menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pada Satuan Kerja serta: 
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KEENAM 

KETUJUH 

a.	 wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan 
teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 
September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 217 /KMK.03 /1990 tanggal 22 Februari 1990 
tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 
tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

b.	 bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas; 

c.	 menyusun dan menyampaikan Laporan Kirierja dan Kegiatan 
Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah 
penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan 

d.	 menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur 
sehingga setiap saat dapat diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran 
yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran; 

2.	 jumlah uangj dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaanjperkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan 

kegiatan. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, 
kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan 
kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan 
Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian 
yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan 
pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan 
pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya. 

Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan 
Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang 
bcrwcriang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas 
Perkebunan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, yang 
ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Adrninistrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. 
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KEDELAPAN	 Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berweriang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM), Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Dokumen 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama 
yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah 
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berweriang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM), Bendahara Pengeluaran, adalah nama sebagaimana 
ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KESEMBILAN	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai 
dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tan~gal 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Ternbisan: 

1.	 \:etua BPK RI di Jakarta; 
2. vlenteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 
3.vlenteri Keuangan RI di Jakarta;
 
4.	 :\:epala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung; 
5.	 \:epala Kantor Wilayah VII Ditjen Perberidaharaan (PBN)
 

::>rovinsi Lampung di Bandar Larnpung:
 
6. nspektur Provinsi Lampung di Bandar Larnpung:
 
7.\:epala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 
S.\.epala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 
9. \.epala Biro Hukurn Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
1O.\:epala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung; 
11.\.epala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung; 
12. )irektur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung. 
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LAMPlRAN	 KEPUTUSAN GliBERNLJR LAMPUNLi 

NOMOR : G/ 90 /B.V/HK/20 13 
TANGGAL : 14 FEBRUARI :20 IJ 

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNHIK SEBAGAI KLJASA PENG( I(INA ANGGARAN. PEJA8AT 
'{ ANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PEN(JI~UIM\AN ANGGARAN BELAN.lA 
(PEJAI3AT PEi'v1BUAT KOMITMEN). PEJ/\BAT YANG HERWENANG MENGIUI DAN 1'v1ENANDATANCiANI SURAT 
PERINTAI-I MEMBA YAR (PEJA13AT SPM), BENDAHARA PENCiFLlJARAN AP13NIDEKONSENTRASr PADA DINAS 

PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAIIUN ANGGARAN ~~()1J 

SlmAT pEJABA I YANG I 

pENCir:SAIIAN MAlA PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp) KUASA pENG(;UNA pEJABATI'Eivll\lIAT 8ERWENANG I BENDAHARA KETERANGAN 
NO. DArTAR ISIAN ANGGARAN ANGGARAN KOMITMIN MEN(.JUJI DAN I PENGELUARAN 

PEIA KSANAAN ivlENANDATANGAN I 

_ AN GGARAN SpM ------!I------,------t------:------j 

I 2 ] 4 5 6 7 X I 9 10 

-I. 0118.05.3.1290721 (01 S) - I 1.868.5/2.000,- Ir. Sutono, MM - - - Dims Pcrkebunan 
2013 (OS) NIP. 19580728 198602 I 002 Provinsi l.ampung. 

CC 05-12-2012 ( 12) Pembina Utarna Muda (IV/e) 
(129U72) Kcpala Dinas Perkcbunan 

Provinsi Lampung. 

I
 I. I. 01 1~.05.3.129()721 018.(15.08. Program Peningk~:t~n 1.868.512.000,- Ir. Sutono, MM:-----·+-----,-Ir-.ccR-e-v-=-j--'A-=-k-n-l~-cli·:-Ylldha 1r.1.I.Bambang.. G. Dewi Masiioh Dina~ P~rkebunan
 
I 201.1 Pw,luL,I. l'wdukll!lt:J'; dan NIP 19'i80728 198('()2 I 002 Putra. M.II' Sumady. MS NIP. 19710209 Provinsi l.ampung. 

05-12-2012 MUlU Tanarnan I'erkcbunan Pembina Utama Muda (I V/e) Nil'. 19650.'·3/ Nil'. 195')U926 201J212 2 00 I 
Bcrkclanjutan Kepala Dinas Pcrkcbunan 199303 1 003 198403 1 002 Pcuata Tk. I (III/d) 

Provinsi Lal1lpung. Pembina ([V/a) Pembina Tk. I (IV/b) 

I. I .1.	 0118.05.3.129072/ 0 18.05.08. Dukungan Pcrlindungan 391.799.000.- Ir. Sutono, MM lr. Rcvi Akmal Yudha Ir. H.Bambang G. Dcwi Masitoh Dinas Perkcbunan 
201J 1779 Perkcbunan I NIP. 19580728 198602 I 002 Putra.I\UP Sumady. MS. NII'.I9710209 Provinsi l.arnpung. 
05-12-1012 Pembina Utama Muda([V/e) NIP. 19650,,31 NIP. 19590926 2002122001 J 

Kepala Dinas Perkebunan 1993()] I 00] 198403 1002 Pcnuta Tk.1 ([II/d) 
Provinsi Lampung. Pembina (IV/a) Pembina Tk. I (IV/b) 

I----_+_ 
1.1.2.	 0 I 18.05.].129072/ 0 IK05.08. Dll\..ungan Manajcmcn dan 1,476.713.000.- Ir. Sutono, MM Ir. Rcvi Ak rual Yudha Ir. I I.Barubang G. Dcwi Masiloh Dinas Perkcbunan 

2013 Ino Dukungan lckuis l.ainnya Nlp.19580n8 198(,021 002 l'utra, MIl' Sumady,MS Nil'. 19710209 Provinsi Lampung. 
05-12-2012 Ditjcn Perkcbunan. Pcmbina Utnma Muda t lVzc j NII'.I9651l;:\1 NIp.I'-J590926 2002121001 

Kepa!a	 Dinas Pcrkcbunan 199.30] I (11J3 198403 I 001 Peuata Tk. I (Ill/d) 
Provinsi Lampung. Pembina (I Via) Pembina Tk . I (IV/b) 

f----.--f----- 
,	 1118.07.].12Y027/ (OIX) - /.6J8.7()(I.()()(),- Ir.Sulono.1\11\1 - - - Dinas Pcrkcbunan 

2013 (07) I NIP. 195X(.)71X 19Xh02 I 002 I Provinsi Lampung. 
II~	 p.'rlP (I') Pembina tltamn Mucla (IV/c) l__L .1. (12'-JII17) 1 . ._J __J..__KCf;~l:(;:_\\~_~~~';~:~I~~_~r_~):_na~ __ L__ ._ 1 l. __	 J 

I 
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,\ 1r71~'"'''' I ""':710 h"",m;",,,,:,,,,,,mN::t I(';:~OOO()O,-!
 
20U lamhah. Daya Saing.
 
05-12-2012 lndusrn [Iilir. I'cruasuran
 

dun r·""pnr f{asii l'crtanian
 

2.1.1	 ()1x.m .1.129027I OIX.07IIJ. l'cngcmbangan Mutu dan 220.000.000, 
2013 178R Stundarisasi 
05-12-2IJ 12 

2.1.2.	 018,07 .3. [290271 018.07,10. l'engcmbangan l'crnasuran .128.900000,
2013 1789 Domestik 
05-12-2012 

2.1.3.	 018.07.3.129027I 011\.07.10. P<:ng<:l1lbangan Usuha dan 541.500.000,
2013 179\ lnvestnsi 
05-12-2012 

2.1.4,	 018.07,3.1290271 n l1L07.1o. Pcngcrnbanpan l'cngolahan 52X.300,000.
20lJ 1792 Ilasil Pcrtanian 
0')-12-2012 

3.	 018.08.3.129021\1 OIS - 400.000.000,
20lJ OS 
05-12-2012 12 

129(J28 

.1.1.	 018.01-:,.1 .1290281 018.011.11. Program Pcnyediaan dan 400.000.000, 
2013 l'cngcmbangan Prasarana 
05-1:2-2012 dan Sarana l'crtunian 

.1 .1.1.	 0 IIUll\..1. 1290:281 oI X.OS. I I. PC'ngelolaall 1\ ir Irigasi 48.700.000. 
201:1 17')4 Unlllk Pcrtanian
 
05-1:2-201:2
 

---Ir ;It-"(I'IO, 1\~-·-·-1 
NIl'. 1<J5IW72X 19X()IJ2 I 002 
Pcrnhiua (llama Muda (lV/c) I 

Kcpala nilhl~ I'crkehunan 
Provi nsi lnmpung. 

lr. SlItono, MM
 
NIP. 19580728 191\()()2 I 002
 
Pembina Utama Muda (IVI<:)
 

Kcpala Dinas Pcrkcbunnn
 
Provinsi Lampung,
 

II'. Sutono. MM
 
NIP. 19580728 198fi02 J 002
 
Pembina Utarna Muda (IVIe)
 

Kopala Dinas Perkcbunan
 
Prov ins: Lampung.
 

II'. Suiono. MM
 
NIP. 1951\0721\ 19R602 I 002
 
Pembina Urama Muda (IV/e)
 

Kopala Dinas Pcrkebunan
 
Prov insi Lampung.
 

II'. Sutono, M1\1
 
NIP. 1951\0721\ 198602 1 002
 
Pembina Urarna Muda (IV Ie)
 

Kcpala Dinas Perkcbunan
 
Provinsi Lampung.
 

[I'. Sutono, MM
 
NIP. 19580728 191\602 1 On2
 

L__I ~__-.l____________~_____.____l___ l'ru\lfhl L;lIllI'UII~. 

Pembina Utama Muda (I Vie)
 
Kepala Dinas Pcrkebunan
 

I'rovinsi Lampung.
 

Ir. Sutono, 1\1M
 
NIP. 19)1-:0721\ 198602 I 002
 
Pembina Utama Muda t lVzc)
 

Kcpaln Dinas Pcrkebunan
 
l'rovinsi Lampung.
 

Ir.Slilono. Mt\1
 
NIP. 195X0728 19X()02 I 002
 
Pembina Ur.uua Mudn (lV/e)
 

Kcpala Dina» Pcrkcbunan
 

TO",,:,,;"'~t
 
Nil'. 1'>1121211'/ 
l'IX8m 2 1111\ 

l'cmhina 'I k. ! (lV/h) 

I 9 
1--Z~J!yan;lr "",,,;,,,,"',,G

Sumadv, MS I Nil' 1'1590705 
N[I'.I<J59092() [9X5IJ3 2 002 
19X40J ! ()()~ ! !','nal:! Mucla Tk. [ 

['emhilla 'I k. I i1V/b) (1I1/bI 
-

Jr. Desnini, 1\1.11' Ir. l IBrunbnng G. Zulyani 
Sumady, MS NIP, 19590705 NII'.19<l2120'i 

198803 2 (10) NIP. 19590926 1985032002 
Pembina Tk. I (lV/h) 191\403 I 002 P<:nata Muda Tk. I 

Pembina Tk. \ (IV /h) (11IIbJ 
-_.--- 

II'. D<:snini_ M I·Y Ir II.Barnbang G. Zulyani 
Sumady, MS NIP. 19fi2 120<J NIP. 19590705 

198803 2 (lO5 NIP. 19590926 198503 2002 
Pcnata Muda Tk. IPembina Tk. I (IV/b) 198403 I 002 

Pembina Tk. I (IV/b) (llIIb) 

Ir. Dcsnini, 1\1 LP II'. l l.Bambang G. Zulyalli 
NIP. 19621209 Surnady, MS NI P. 19590705 
191\803 2 0115 NIP. 19590926 198503 2 002 
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